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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA GAH

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 7 TAHUN 2

usi sebagai bentuk pembinaan dan
arkan oleh Pemerintah Daerah;

layai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Trayek;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);



4.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor ntang Pemerintahan
Daerah (Lembaran nesia Tahun 2004
Nomor Republik Indonesia
eberapa kali terakhir
08 tentang Perubahan
Tahun 2004 tentang
a Republik Indonesia
aran Negara Republik

tentang Perimbangan
emerintahan Daerah
n 2004 Nomor 126,

hun 2009 tentang Lalu Lintas dan
ra Republik Indonesia Tahun 2009
n Negara Republik Indonesia

ng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3529);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik onesia Tahun 1993
Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara R k Indonesia Nomor
3530);

15.Peraturan Pe
Keuangan

tentang Pengelolaan
blik Indonesia Tahun
ra Republik Indonesia

005 tentang Pedoman
an Pemerintah Daerah
un 2005 Nomor 165,
ia Nomor 4593);

2006 tentang Jalan
ndonesia Tahun 2006 Nomor 86,
publik Indonesia Nomor 4655);

Tahun 2007 tentang Pembagian
emerintah, Pemerintahan Daerah

esia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.



Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bangka Tengah.

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu
di bidang retribusi daerah sesuai denga raturan perundang-
undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpula

kesatuan baik yang

s w

dal yang merupakan
maupun Yyang tidak
terbatas, perseroan
ha Milik Negara atau

erkumpulan, yayasan,
organisasi yang sejenis,
dan usaha lainnya.

atau barang dari satu
kendaraan.

u lintas umum.

rgerak di jalan, terdiri
bermotor.
kendaraan ng digerakkan oleh
da kendaraan itu.

etiap kendaraan bermotor yang

adalah su
raan bermo
bermotor

yang dapat

idak langsung.
tiap kendaraan bermotor yang

an jaringan khusus seperti angkutan antar jemput, anak
sekolah, angkutan karyawan dan angkutan antar permukiman.

13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil penumpang umum, yang mempunyai
asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap
maupun tidak berjadwal.

14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam wilayah
Kabupaten Bangka Tengah.

15. 1zin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus
dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi.



20. Surat Ketetapan Retribusi
selanjutnya disingkat SKRDLB
menentukan jumlah kelebih

Lebih Bayar yang
t keputusan yang
tribusi karena jumlah
I terhutang atau tidak

21. selanjutnya disingkat

an retribusi dan atau

h surat keputusan atas
terhadap pemotongan
n oleh Wajib Retribusi.

Kabupaten Bangka

giatan untuk mencari,
erangan lainnya untuk

mengulji an kewajiban' Retribusi dan untuk
tujuan lai laksanakan ketentuan perundang-
undangan

ana di bidang retribusi adalah
ukan penyidik Pegawai Negeri Sipil
t Penyidik, untuk mencari serta
ng dengan bukti itu membuat terang tindak
di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya;

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
izin trayek dari Pemerintah Daerah.

BAB Il

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
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